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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.167 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

. a. bahwa berhubung dengan adanja Kementerian-kementerian baru serta

adanja beberapa lowongan-lowongan didalam Panitya Negara Urusan
Perajaan Hari Kemerdekaan Indonesia Perlu menetapkan kembali
susunan anggota-anggota Panitya Negara tersebut;

b. bahwa perlu di tundjuk sebagai anggota-anggota Panitya Negara
tersebut orang-orang dari golongan funksionil dan lain-lain
masjarakat;

. Surat keputusan Presiden tanggal 7 Agustus 1956 No. 146;

: Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-27 tanggal 27 Djuli 1957;

MEMUTUSKAN:

Dengan menarik kembali surat keputusan Presiden tanggal 7 Agustus
1956 No. 146, merubah susunan Panitya Negara Urusan Perajaan hari
kemerdekaan Indonesia jang bertugas mengatur dan memutuskan segala
sesuatu jang bersangkutan dengan pekerdjaan peringatan hari ulang tahun
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai berikut.

: Mengangkat :

1. Sdr. Sudibjo Menteri  Penerangan sebagai Ketua
merangkap anggota

2. Sdr. A.M. Hanafi Menteri pengerahan Tenaga Rakjat untuk
Pembangunan sebagai Wakil ketua |
merangkap anggota,

3. Mr. Tamzil Direktur Kabinet Presiden sebagai Wakil
ketua Il merangkap anggota

4. Sdr. Sujono Atmo dari golongan Wanita

5. Sdr. Ahem

Erningpradja dari golongan buruh

6. Sdr. Rangkajo...
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6. Sdr. Rangkajo
Rasuna Said

7. Sdr. Sidikk kertapati

8. Letnan Kolonel
Pirngadi

9. Mr. AW.
Surjoadingrat

10. Sdr. Hadi Thajeb
11. Mr. Sumarman

12. Kolonel Kretarto

13. Mr. Wirjono Kusumo

14. Sdr. Harjoto
15. Sdr. Kaprawi

16. Sdr. Abdulwahab
Djojohadikusumo

17. Mr. Sutikno
18. Mr. Imam Sudjahdi

19. Sdr. Oemar
Siswosoebroto

20. Sdr. H.Mochammad
Djoenadi,

21. Dr. Suparmo,

22. Mr. Suwahjo
Sumodilogo,

23. Ir. Srigati Santoso,
Umum dan Tenaga,

dari golongan Wanita

dari golongan Angkatan 45

dari legiun veteran

Wakil dari Kabinet Perdana menteri
Wakil dari Kementerian Luar Negeri
Wakil dari Kementerian Dalam Negeri
Wakil dari Kementerian Pertahanan
Wakil dari Kementerian Kehakiman
Wakil dari Kementerian Penerangan

Wakil dari Kementerian Pertanian

Wakil dari Kementerian Perhubungan
Wakil dari Kementerian Perburuhan
Wakil dari Kementerian Sosial

Wakil dari Kementerian Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan,

Wakil dari Kementerian Agama,

Wakil dari Kementerian Kesehatan

Wakil dari Kementrian Agraria,

Wakil dari Kementerian Perkedjaan

24. Sdr. Suwarto,...
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24. Sdr. Suwarto, Wakil dari Kementerian Perindustrian,
25. Sdr. Moh. Alimuddin, Wakil dari Kementrian Keuangan,

26. Sdr. Prodjowarsito, Wakil dari Kementerian Perdagangan,
27. Sdr. Adisumarto, Wakil dari Kementerian PETERA,
28. Sdr. Letnan Kolonel

Mr. Usman Abdullah, Wakil dari Kementerian Veteran,
29. Sdr. S.K. Bonar, Wakil dari Kementerian Urusan

Antara Daerah,
30. Sdr. Sunar Suraputra, Wakil dari Kementerian Peledjaran

31. Komisaris Besar | Umargatab, dan Wakil dari Kepolisian Negara,
sebagai anggota-anggota,

32.Mr. Santoso, Sekretaris Presiden sebagai
Sekretaris | Panitya,

33. Sdr. Sujud Ranusudirdjo, Sekertaris Menteri Penerangan
sebagai Sekertaris Il Panitya,

34. Sdr. Maladi, Direktur Djenderal R.R.1. sebagai
Penasehat Ahli,

35. Sdr. S. Hardjowardojo, Kepala Rumah Tangga Presiden
sebagai Penasehat Ahli,

36. Mr. Sujono, Adjun Komisaris Besar Polisi
sebagai Penasehat ahli,

37. Sdr. Djamin, Reperendaris Kabinet Presiden
sebagai Pembantu Sekertaris dan,

38. Sdr. Mohd. lljas, Pegawai Kabinet Presiden sebagai
pembantu Sekretaris,

Segala biaja untukPanitya Negara tersebut dibebankan pada Anggaran
Belandja Kabinet Perdana Menteri atas mata anggaran 1.1.2.2.15 dengan
Berdasarkan peraturan Pembajaran Panitya Negara, jang ditetapkan
dengan Keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954
N0.100/P.M./1954.

KEEMPAT :...
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KEEMPAT : Keputusan in mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surat

sampai tanggal 10 Djuli 1957.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

NGOk wWdE

Para Menteri,

Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,

Ketua Makamah Agung,

Djaksa Agung,

Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

Direktur Kabinet Presiden,

Direktur Kabinet Perdana Menteri,

Sekertaris Djenderal Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia,
Pra Sekertaris Djenderal Kementerian-kementerian,

. Kepala Kantor Urusan PEGAWAI,

. Kepala Djawatan Kepolisian,

. Kepala Djawatan Perdjalanan,

. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui
dan dipergunakan semestnja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 29 Djuli 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SUKARNO)

PERDANA MENTERI
t.t.d.
( DJUANDA )



